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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Good governance bermula dari adanya rasa ketakutan dari 

sebagian masyarakat terhadap tindakan pejabat negara atau 

administrasi negara untuk bertindak secara bebas (freies ermessen). 

Kewenangan yang dimiliki para pejabat negara dikhawatirkan dapat 

menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, sehingga kemudian 

lahir suatu konsep yang menekankan prinsip umum pemerintahan yang 

baik, selanjutnya dikenal dengan good governance. Pemerintahan yang 

bersih atau good governance dilaksanakan dengan suatu sistem 

penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Dalam upaya pelaksanaannya, beberapa cara dilakukan 

diantaranya dengan pengendalian intern pemerintah. Hal ini ditandai 

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem 

pengendalian intern pemerintah sangat diperlukan agar 

penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dimana 

sistem ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai 

kepada pertanggungjawaban berjalan dengan baik, tertib, terkendali, 

efektif, dan efisien. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di OPD merupakan motor 

penggerak organisasi, atau dengan kata lain tanpa pengendalian 

internal maka akan semakin besar peluang terjadinya permasalahan 
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maupun kecurangan (fraud). Sistem pengendalian ini akan berjalan 

dengan baik apabila semua unsur yang terlibat didalam pemerintahan 

mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan kemauan untuk secara 

bersama-sama menjalankannya dan berkelanjutan.  

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah haruslah berkelanjutan 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai kepada 

pertanggungjawaban. Sejak tahun 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 dan 2021 Kabupaten Luwu Timur mendapatkan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini tidak terlepas dari peran 

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

Meskipun demikian pada kenyataannya masih ada persepsi 

bahwa Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah belum optimal 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam lima tahun terakhir  

masih terdapat satu kasus tipikor yang melibatkan seorang pejabat 

eselon III pada Dinas PUPR sebagaimana pemberitaan dari media 

online (www.beritalutim.com) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, yang 

memuat berita penahanan mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR 

(tahun 2018) dan rekanan atas dugaan korupsi proyek pekerjaan 

penambahan Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPA) Ibu Kota 

Kecamatan (IKK) Malili, Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 dengan 

anggaran sebesar Rp2.400.000.000,-. Kerugian akibat mark up 

anggaran diperkirakan sebesar Rp600.000.000,-.  

http://www.beritalutim.com/
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(https://beritalutim.com/rugikan-negara-rp-600-juta-mantan-kabid cipta-

karya-dinas-pupr-luwu-timur-dan-rekanan-ditahan/) 

Anggoro dan Sarwani (2020), dalam sebuah jurnal mengatakan 

bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel, Menteri, Pimpinan Lembaga, 

Gubernur dan Walikota/Bupati wajib melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 butir 1 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi. SPIP adalah sistem pengendalian 

intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah pusat dan daerah. Artinya bahwa sistem ini harus didukung 

oleh semua elemen yang ada dalam pemerintahan tersebut, mulai dari 

sumber daya manusia dan perangkat atau sistem yang digunakan. 

Pengembangan SPIP terus dilakukan dengan mendorong 

penyelenggaraan SPIP tidak hanya sekedar kewajiban tetapi lebih 

menjadi sebuah kebutuhan suatu organisasi. Terbitnya peraturan  BPKP 

Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Terintegrasi pada Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah adalah 

https://beritalutim.com/rugikan-negara-rp-600-juta-mantan-kabid%20cipta-karya-dinas-pupr-luwu-timur-dan-rekanan-ditahan/
https://beritalutim.com/rugikan-negara-rp-600-juta-mantan-kabid%20cipta-karya-dinas-pupr-luwu-timur-dan-rekanan-ditahan/
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upaya mengimplementasikan reformasi birokrasi pada area penguatan 

pengawasan dan pengendalian internal suatu unit organisasi.  

Berdasarkan hasil pemantauan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) pada tahun 2021, diperoleh data bahwa dari 41 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Luwu Timur hanya 

14 yang telah memiliki risk register terkait fraud/pencegahan korupsi. 

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan datanya. 

  Tabel 1 
Daftar OPD Kabupaten Luwu Timur Yang Memiliki Risk Register 

TA.2021 
 

No OPD yang Memiliki Risk Register  

1 Inspektorat 

2 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

3 Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan 
Pembangunan Daerah 

4 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

5 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

6 Dinas Perhubungan 

7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

9 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

10 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  

11 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 

12 Dinas Perikanan 

13 Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian 

14 Dinas Pertanian 
Sumber : Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelengaraan SPIP Terintegrasi, 

BPKP Sul-Sel 2021 
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Hasil penilaian Baseline Maturitas Pengendalian Internal 

Pemerintah SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 

Tahun 2021 yang dilakukan oleh BPKP, dalam surat BPKP RI Nomor S-

776/PW21/3/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Hasil Penilaian 

Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada 

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disebutkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Luwu Timur memenuhi karakteristik maturitas 

penyelenggaraan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,156. 

Sebagaimana ditetapkan dalam pedoman Peraturan  BPKP Nomor 05 

Tahun 2021, bahwa level 3 berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu 

Timur telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi 

pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan 

pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Rincian hasil 

penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 

diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 2 
Hasil Penilaian Baseline Maturitas  

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2021 

No Komponen Penilaian Bobot Skor 
1 Penetapan Tujuan 40% 4,000 

2 Struktur dan Proses 30% 2,838 

3 Pencapaian Tujuan 30% 2,838 

Nilai Maturitas Penyelengaraan SPIP 3,156 
Nilai Manajemen Resiko Indeks 2,938 
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi 
(IEPK) 

2,538 

Sumber : Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelengaraan SPIP Terintegrasi, 
BPKP Sul-Sel 2021 
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Berdasarkan hasil penilaian di atas, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan diantaranya: 

1. Manajemen Risiko Pemerintah Daerah belum sepenuhnya 

diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta 

belum memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan 

keputusan; 

2. Instansi Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan risiko 

kemitraan; 

3. Sebagian besar OPD belum memiliki risk register terkait 

fraud/pencegahan korupsi; 

4. Belum dilakukan review atau proses manajemen risiko oleh APIP. 

Hasil penilaian baseline maturitas yang dilakukan oleh BPKP pada 

tahun 2021 ini menjadi masukan dan saran perbaikan kepada 

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya kepada Bupati Luwu 

Timur agar 1). Mendorong penerapan manajemen resiko dalam 

pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di OPD dan menjadikan dasar 

dalam penilaian kinerja serta memanfaatkan informasi terkait risiko 

dalam pengambilan keputusan, 2). Menginstruksikan kepada para 

kepala OPD untuk membuat kebijakan manajemen risiko terkait risiko 

kemitraan dan membuat risk register terkait risiko fraud/korupsi, 3). 

Menginstruksikan kepada Inspektur agar melakukan review proses 

pelaksanaan manajemen risiko di seluruh OPD secara berkala. 

Jika kita melihat amanat peraturan perundang-undangan, Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai pedoman 
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penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan 

SPIP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa 

Inspektorat kabupaten/kota adalah Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. 

Insperktorat juga berperan untuk memastikan penyelenggaraan SPIP 

dipemerintah daerah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan, 

serta melakukan pemantauan secara berkala. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah : 

1. BPKP, melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a) Kegiatan 

yang bersifat lintas sektoral; b) Kegiatan kebendaharaan umum 

negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara; (c) Kegiatan lain berdasarkan 

penugasan presiden. 

2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan 

terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas 

dan fungsi kementerian negara/lembaga yang di danai dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

3. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh 

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan 
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kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 

4. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap 

seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang di danai 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

/Kota. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2008 pasal 49, Inspektorat adalah bagian dari Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP), dimana pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa 

pengawasan intern pemerintah dilakukan melalui: 1) Audit; 2). Review; 

3). Evaluasi; 4). Pemantauan; dan 5). Kegiatan Pengawasan Lainnya. 

Hal ini tentunya menjadi tolak ukur keberhasilan terhadap peran 

Inspektorat sebagai aparat pengawas dalam implementasi Sistem 

Pengawasan Itern Pemerintah (SPIP). Pertanyaan yang muncul 

kemudian bahwa apakah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu 

Timur telah melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya 

sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah.  

Dengan melihat tugas inspektorat sebagai Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah (APIP) ini menegaskan bahwa Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan oleh masing-masing daerah. 

Permasalahan yang timbul di Kabupaten Luwu Timur adalah bahwa 
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instrumen-instrumen yang mendukung sistem pengendalian ini belum 

berjalan dengan baik dan terintegrasi, seperti misalnya sosialisasi terkait 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pelatihan kepada semua 

aparat yang menjadi bagian dalam sistem tersebut, dan juga 

ketersediaan anggaran yang mendukung sistem pengendalian internal 

pemerintah agar berjalan dengan baik. Permasalahan lain adalah 

bahwa belum ada payung hukum yang menguatkan para aparatur 

pemerintah dalam melaksanakan penilaian mandiri pada sistem 

pengendalian intern terintegrasi berupa Surat Keputusan Bupati tentang 

Pembentukan Satgas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP 

Terintegrasi. Hal ini menyebabkan pada tahun 2022 Pemerintah Daerah 

Kabupaten Luwu Timur belum dapat melakukan penginputan dan 

penilaian mandiri pada website aplikasi spipterintegrasi. 

Peran dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah haruslah semakin ditingkatkan, dengan komitmen 

pemerintah untuk mewujudkan good governance. Berdasarkan latar 

belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul Peran Inspektorat Melalui Pengawasan Intern dalam 

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada 

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Peran Inspektorat melalui Pengawasan 



10 
 

 
 

Intern dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

bagaimana Peran Inspektorat melalui Pengawasan Intern dalam 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu 

bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi 

pihak-pihak terkait khususnya Inspektorat Kabupaten Luwu Timur 

dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

lebih terorganisir dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2. Manfaat Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi para peneliti lain, baik sebagai tambahan 

pengetahuan maupun sebagai informasi, menambah 

perbendaharaan pengetahuan dalam membuat karya ilmiah dengan 

menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan di 

program studi magister manajemen maupun dari literatur-literatur 

lain. 


